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Ika Ristiana (B11112056), Analisis Yuridis Terhadap Putusan BEBAS 
(Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus 
Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks), dibawah bimbingan Bapak 
Muhadar selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku 
Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil pada putusan perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang 
mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana 
korupsi dalam perkaraNomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan penulis di 
perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin. Jenis bahan hukum yang 
diperoleh adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui 
penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas Dan selanjutnya 
dianalisis menggunakan anaisis data kualitatif yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas sehingga 
didapat jawaban sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. 
Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : 
(1) Penerapan hukum pidana materil dalam perkara aquoberdasarkan 
keterangan saksi dan bukti-bukti di persidangan serta keyakinan hakim 
dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa. Dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. (2) Faktor yang 
mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara aquo yaitukarena 
adanyaperintah jabatan yang  sah. Majelis Hakim menjadikan dasar 
perintah jabatan sebagai pertimbangannyadalam memperjelas 
pertanggungjawaban pidana terdakwa bahwa terdakwa tidak 
bertanggungjawab terhadap kerugiankerugiankeuangannegara 
melainkanyang bertanggung jawab terhadaptimbulnya kerugian 
keuangannegaraadalah PanitiaPengadaanTanahatau Panitia9. 
Sehinggadapatdiketahuibahwadalamhalapa Majelis 
Hakimdapatmempertimbangkan  dasarperintahjabatanyangsebagai 
dasarpeniadaanpidanasertadalamhal apa MajelisHakimdapat 






Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Alhamdulillahi robbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT, atas 
segala nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga 
tetap tercurah kepada baginda Rasullah Muhammad SAW, sang revolusioner 
islam yang darinya penulis melihat sosok pemimpin sempurna. 
Dalam proses penyelesaianskripsi ini, penulis juga senantiasa 
mendapat dukungan dan doa serta kritikan-kritikan dari berbagai pihak. Untuk 
itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Keluarga kecil tercinta, Ayahanda Saruddin,S.pd.i dan Ibunda 
Nurdiana. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan ungkapan 
penulis, terimakasih telah menjadi orangtua terbaik yang selalu menjaga 
penulis dalam doa-doa yang tulus. Adik kembar penulis, Ahmad Rifqy 
dan Ahmad Risqy terimakasih telah menjadi penyemangat penulis 
dalam menuntut ilmu. 
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku rektor Universitas 
Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya. 
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, 
S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I sekaligus sebagai Penasehat Akademik 
6 
 
Penulis. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil 
Dekan II. Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III. 
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.S selaku Ketua Bagian dan Bapak 
Dr. Amir Ilyas,S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum 
Pidana,sekaligus sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II penulis, 
terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak berikan. Serta 
sepupuku kak Kadaruddin,S.H.,M.H.,DFM yang bersedia mengoreksi 
kesalah-kesalahan penulis dalam hal kepenulisan skripsi ini. Beserta 
seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
telah mendidik dan mengarahkan penulis selama menempuh studi di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
5. Bapak Prof. Dr. H. Said Karim,S.H.,M.H., Bapak Prof. Dr. Andi 
Sofyan,S.H.,M.H., dan Bapak Muhammad Imran Arif,S.H.,M.Si., 
terimakasih atas kesediaannya menguji penulis, dan menerima skripsi 
penulis yang masih jauh dari harapan.  
6. Staf Akademik dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak 
memberikan bantuan. 
7. Terimakasih kepada Kemenristek Dikti yang telah memberikan penulis 
kesempatan sebagai Scholars dalam beasiswa Bidikmisi. 
8. Terimakasihkepada guru-guruku di SD 74 Tamarellang, MTsN 410 




9. Terimakasih kepada Saudara-saudaraku PETITUM 2012,IKAB (Ikatan 
Keluarga Mahasiswa Bidikmisi), KPI (Keilmuan dan Penalaran 
Ilmiah), COV Ex.2,LDM (Lembaga Dakwah Mahasiswa) Al-Aqsho, 
KKMB (Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba), RBP (Rumah 
Baca Phinisi), Keluarga Santika,Delegasi MCC Perdata 2014, 
Delegasi MTQ Mahasiswa Nasional 2013 dan 2015, Zayyinul 
Qur’an, serta rekan-rekan KKN TEMATIK Kerjasama UGM angkatan 
90. 
10. Terimakasih kepada partner, sahabat, saudara, dan sepupu lain kali, 
my kaa, Andi Arifah Nurmala, Arman Culle yang senantiasa memberi 
ruang kepada penulis untuk berkeluh kesah, memberi semangat serta 
bantuan moril dan materil. Maybe, without you i’m nothing guys. 
11. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas 
Hukum Unhas, Andi Nurta, Resky Nur Amalia, Ayu Asrini 
Djamaluddin, Ika Abriyani Rahim,S.H., terimakasih untuk selalu 
berbagi ilmu dengan penulis. 
12. TerimakasihuntuksahabatkuAlmarhumahAyuDewiSerunidanAlmarhuma
h Megawati yang telahmendahuluipenulismenghadapRabb. 
Semuaakankembalikepada-Nya, semoagkitabersua di Jannah-Nya. 
13. Terimaksih kepada partner MSQ penulis yang telah mengantarkan 
hingga meraih juara nasional, Kak Nini, S.IP dan Fauzi,S.IP banyak hal 
yang membuat penulis bangga pernah bersama kalian. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini 
masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan 
8 
 
saran yang bersifat membangun demi kelayakan dan kesempurnaan karya ini 
sangat penulis harapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pembaca 
terutama terhadap diri penulis sendiri. 
 























HALAMAN JUDUL...........................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................... iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI............................  iv 
ABSTRAK.......................................................................................  v 
KATA PENGANTAR.......................................................................  ix 
DAFTAR ISI...................................................................................... x 
BAB I PENDAHULUAN...................................................................  1 
A. Latar Belakang..................................................................... 
 1 
B. Rumusan Masalah...............................................................  6 
C. Tujuan Penelitian.................................................................  6 
D. Manfaat Penelitian...............................................................  6 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.........................................................  8 
A. Beberapa Pengertian...........................................................  8 
1. Pengertian tindak pidana................................................  8 
2. Pengertian Putusan.........................................................  11 
B. Tindak Pidana.................................................................... .. 14 
1. Unsur-unsur tindak pidana..............................................  14 
2. Pelaku Tindak Pidana (dader)........................................  19 
3. Alat bukti dan barang bukti.............................................  25 
10 
 
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi............  36 
1. Pengertian Tindak Pidana  Korupsi..............................  36 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi..............................  39 
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.........................  44 
4. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi..........................  52 
D. Hukum Pembuktian............................................................  56 
1. Kegiatan Pembuktian..................................................... 56 
2. Pihak yang Mengajukan Alat Bukti................................. 57 
3. Hal-Hal yang Harus Dibuktikan...................................... 68 
4. Sistem Pembuktian........................................................ 61 
E. Jenis-Jenis Putusan Hakim................................................ 64 
1. Putusan yang Memuat Pembebasan Si terdakwa 
(Vrijspraak)..................................................................... 64 
2. Putusan yang Memuat Pelepasan Terdakwa dari 
Segala Tuntutan (Onslag Van Rechtsvercolging).......... 67 
3. Putusan yang Memuat Suatu Penghukuman 
Terdakwa (Veroordeling) atau Pemidanaan................... 69 
BAB III METODE PENELITIAN......................................................  71 
A. Tipe Penelitian...................................................................... 71 
B. Lokasi Penelitian.................................................................. 71 
C. Jenis Bahan Hukum.............................................................  71 
D. Teknik Pengumpulan Data...................................................  72 




BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................... 73 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara 
TindakPidana Korupsi Dalam Putusan 
Nomor :576/PID.B/2010/PN.Mks.........................................  73 
B. Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Putusan Bebas Pada 
Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan 
Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks.........................................  93 
BAB V PENUTUP...........................................................................       106 
A. KESIMPULAN......................................................................       106 

















A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubik 
IndonesiaTahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Perubahan 
 ke-4. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan penegakan hukum wajib didasarkan atas hukum yang 
tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan UUDNRI 1945. Di dalam 
hukum diatur mengenai segala perbuatan yang dilarang dan perbuatan 
yang diperintahan kepada seluruh rakyat Indonesia.Salah satu perbuatan 
yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan keresahan di dalam 
masyarakat dan memiliki dampak yang negatif, membahayakan stabilitas 
dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial 
ekonomi juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan 
moralitas di Indonesia adalah korupsi. 
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah diatur 
dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 19991)junctoUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 
                                                          
1)
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor3874. 
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20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi2). Pasal-
pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang 
bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi3).Perbuatan-perbuatan 
tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian 
diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan 
dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan 
dalam pengadaan, dan gratifikasi. 
Korupsi merupakankejahatan luar biasa (extraordinary crime) 
yangtentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi 
masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional yang dapat 
menjatuhkan sebuah pemerintahan, dan bahkan juga dapat 
menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa. Terbukti dengan 
adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya merupakan muara dari 
kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik korupsi ini. 
Kejahatan ini bukanlah suatu hal yang asing bagi kalangan 
masyarakat di dunia, bahkan ini menjadi permasalahan yang begitu 
kompleks bagi negara berkembang seperti Indonesia. sejatinya, produk 
hukum yang baik bilamana dijiwai dan berorientasi pada kepentingan 
umum di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. 
Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, 
korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). 
                                                          
2)
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150. 
3)
 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, (Jakarta: Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 19. 
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Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi 
di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada 
institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat 
Indonesia,sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan 
pada ranah birokrasi.Karena dengan adanya sebuah jabatan dan 
kedudukan dalam ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat 
publik untuk menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum terutama 
dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan 
kerjasama yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) dan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, dimana masing-masing harus dapat menjalankan 
tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang sehingga 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud dan 
dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. 
Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari 
keadilan ialah pengadilan. Dalam suatu pengadilan hakim memiliki 
peranan yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus 
perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berpegang 
teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak 
seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 4 Tahun 20044): “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia”. 
Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan 
memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menangani 
suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan 
kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya 
karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan 
sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara 
pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan 
putusan5). 
Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah 
satunya tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yaitu putusan bebas 
(Vrijspraak). Seorang terdakwa dapat diputus bebas dengan alasan tidak 
cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 
Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa 
Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU) baik mengenai kesalahan 
terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat 
                                                          
4
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4358  
5
Oemar Seno Aji, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hlm. 12 
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bukti yang ada, serta argumentasi Penasehat Hukum dalam membela 
terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim 
betul-betul meyakinkan. Putusan bebas juga bisa didasarkan atas 
penilaian bahwa kesalahan yang tidak cukup terbukti itu tidak diikuti oleh 
keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh 
dan terdakwa harus diputus bebas. 
Namun keberadaan putusan bebas (Vrijspraak) terhadap terdakwa 
tindak pidana korupsi kadangkala memunculkan polemik di tengah 
maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan berujung pada 
anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang 
dibentuk berdasarkan Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 
Tahun 20096) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cenderung 
membuat putusan bebas daripada putusan penghukuman akibatnya 
semangat dan kerja keras KPK yang menangkap tersangka korupsi 
kemudian diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti sia-sia 
dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi di daerah-daerah7). 
Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : Analisis Yuridis 
Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana 
Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks) 
                                                          
6
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2009, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5074  
7
Djumadi, Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri, Tesis 
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013, hlm. 3  
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada putusan 
perkara tindak pidana korupsi Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks? 
2. Apakah faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada 
perkara tindak pidana korupsi dalam perkaraNomor : 
576/PID.B/2010/PN.Mks? 
C.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada 
putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor : 
576/PID.B/2010/PN.Mks 
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan 
bebas pada perkara tindak pidana koruspi dalam perkaraNomor : 
576/PID.B/2010/PN.Mks 
 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penelitian ini 
dapat menjadi bahan referensi dan perbendaharaan 
perpustakaan yang nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa 
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dan bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah 
ini. 
2. Bagi penegak hukum, penulisan dan penelitian skripsi ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 






A. Beberapa Pengertian 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu Strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat 
dalam Wetboek Van Straftrecht (Selanjutnya disingkat WvS) Belanda, 
dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaarfeit itu. 
Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi 
dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman 
pendapat8). 
Dalam bahasa belanda strafbaarfeitterdapat dua unsur 
pembentuk kata, yaitu strafbaardanfeit. Perkataan feit dalam bahasa 
Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat 
dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti sebagian 
dari kenyataan yang dapat dihukum9). 
Pengertian dari perkataan strafbaarfeitmenurut para ahli : 
a. Simons 
Dalam rumusannya Strafbaarfeit itu adalah : 
                                                          
8
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1), (Jakarta: Rajawali Pers,2011), 
hlm.67 
9
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.5 
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“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang 
telah  dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. 
Alasan dari Simons mengapa strafbaarfeit harus dirumuskan seperti di 
atas karena: 
- Untuk adanya suatu strafbaarfeitdisyaratkan bahwa di situ terdapat 
suatu tindakan yang dilarang maupun yang diwajibkan dengan 
undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum. 
- Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan 
dengan undang-undang. 
- Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan tindakan melawan hukum atau suatu 
onrechtmatigehandeling. 
b. E. Utrecht 
Utrecht menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan 
handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, 
maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau 
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melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum 
(rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat 
yang diatur oleh hukum. 
c. Pompe 
Menurut Pompe perkataan straafbaarfeit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan 
terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum. 
d. Moeljatno 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang 
mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana 
asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada 
perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang 
yang menimbulkan kejahatan)”. 
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan 
(manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat 
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formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil 
harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal  1 ayat (1) KUHP10).     
2. Pengertian Putusan Hakim 
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah 
“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam 
perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian 
hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah 
berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya 
banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. 
Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam Pasal 1 
angka 11 KUHAP yaitu : 
“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini”. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu : 
1. Pasal191KUHAP 
a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 










akan kepadatedakwaterbukti,  
tetapiperbuatanitutidakmerupakan suatutindakpidana,  










tindak pidanayang didakwakankepadanya,makapengadilan 
menjatuhkanpidana.” 
Lebih lanjut Leden Merpaung menyebutkan11), putusan hakim 
adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan 
dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis 
maupun lisan. Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut ternyata 
“putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan 
putusan (vonnis) sebagai “vonis tetap”. Rumusan-rumusan yang kurang 
tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli 
hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang 
berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai 
kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari 
pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut 
“interlocutoir” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau 
keputusan sela dan “prematoire” yang diterjemahkan dengan keputusan 
                                                          
11
Leden Merpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua,(Jakarta, Sinar 
Grafika :1995), hlm. 406 
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pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “provisionele” yang 
diterjemahkan dengan keputusan sementara. 
Menurut Lilik Mulyadi12), jika ditinjau dari visi teoritik dan praktik 
putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena 
jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum 
setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari 
segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 
penyelesaian perkaranya.   
                                                          
12
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 
(Bandung, PT Alumni, 2007), hlm.203  
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B. Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaarfeitadalah 
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah 
ini menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik 
jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak 
berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan 
tindak pidana13).  
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yakni : (a) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-
undang14). Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin dalam rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang 
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 
ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori 
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1. Perbuatan; 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3. Ancaman pidana (bagi pelanggar larangan). 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok-pokok 
                                                          
13
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 49 
14
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 
 hlm. 79 
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pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa 
tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. 
Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya 
pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang 
melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal 
yang lain dari pengertian perbuatan pidana. 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni : 
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap tindakan yang dilarang itu 
selalu diikuti dengan tindakan penghukuman (pemidanaan). Berbeda  
dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu 
tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 
Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan 
dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-
unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang 
melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. 
 Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kelakuan (orang yang); 
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b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;  
c. Diancam dnegan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Walaupun rincian dari rumusan-rumusan itu tampak berbeda-beda,  
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai 
diri orangnya. 
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 
Buku II KUHP memuat sejumlah rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP 
memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam 
setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 
pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan 
dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga 
tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan 
unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun 
perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu : 
1. Unsur tingkah laku; 
2. Unsur melawan hukum; 
28 
 
3. Unsur kesalahan; 
4. Unsur akibat konstitutif; 
5. Unsur keadaan yang menyertai; 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9. Unsur objek hukum tindak pidana; 
10. Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana; 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur 
yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua 
unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan 
tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. 
Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang 
mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya15). 
Adapun menurut Teguh Prasetyo unsur-unsur tindak pidana16), 
yaitu: 
a. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya 
                                                          
15
Ibid, hlm. 83 
16
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 50 
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segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 
dari: 
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa). 
b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 
e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
b. Unsur Objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
a) Sifat melanggar hukum. 
b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 
c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 






2. Pelaku Tindak Pidana(Dader) 
Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barangsiapa 
yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana 
unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut 
KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: 
“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;mereka 
yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan.” 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku 
tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan17) yaitu: 
 
1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger) 
Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik 
dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang 
melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan 
adalah dengan 2 kriteria yaitu perbuatannya adalah perbuatan yang 
menentukan terwujudnya tindak pidana dan perbuatannya tersebut 
memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 
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2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak 
pidana (doen pleger) 
Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud 
dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan 
syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen 
pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang 
ada dalam Memorie van Toelichting (selanjutnya disingkat MvT) WvS 
Belanda, yang berbunyi bahwa : 
“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak 
pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain 
sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan 
perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, 
karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada 
kekerasan”. 
a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya 
Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya 
adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk 
melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara 
praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin 
hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra 
sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga 
disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung). 
Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan 
dengan cara memperlalat orang lain: 
32 
 
 Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh 
pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus 
ministra); 
 Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya 
yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana; 
 Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah 
perbuatan penyuruh. 
b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan 
Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus 
ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak 
pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, 
karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, 
demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada 
pada pembuat penyuruh (doen pleger). 
c. Karena tersesatkan 
Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau 
kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabaklan oleh 
pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas 
kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. 
Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu 




d. Karena kekerasan 
Yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan 
yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu 
ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. 
Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang 
yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Kemungkinan-kemungkinan 
tidak dipidananya orang yang disuruh disebabkan karena : 
 tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan 
bertanggungjawab; 
 berdasarkan Pasal 44 KUHP ((1)kurang sempurna akalnya (2) sakit 
berubah akalnya); 
 daya paksa Pasal 48 KUHP; 
 berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan 
 orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan 
dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP. 
 
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan 
rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak 
pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan 
turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yaitu harus 
adanya kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka 
satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana. 
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Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (mede pleger), oleh 
MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang 
sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. 
Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih 
membutuhkan penjabaran lebih lanjut.Dari berbagai pandangan para ahli 
tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta 
(medepleger), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan 
seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang 
tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan 
memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana 
(pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. 
Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur 
tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya 
tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk 
niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak 
pidana. 
4. Orangyang dengan sengaja membujuk atau menggerakan 
orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) 
Adapun syarat-syarat uit lokken yaitu : 
 harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk 
melakukan tindak pidana; 




 cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya 
yang tersebut didalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, 
ancaman, dan lain sebagainya); 
 orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana 
sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan. 
Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) 
KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung 
jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman 






3. Alat Bukti dan Barang Bukti 
Dalam sidang pengadilan pidana terdapat tiga pihak, yakni majelis 
hakim berikut panitera pengganti, jaksa penuntut umum, terdakwa (dapat) 
didampingi oleh penasihat hukum. Seluruh rangkaian kegiatan dalam 
persidangan yang dilakukan dan diikuti oleh tiga pihak tersebut dapat juga 
disebut dengan kegiatan atau proses pembuktian di sidang pengadilan. 
Bagi majelis hakim sebagai pimpinan sidang dan pemutus perkara, hasil 
pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan18) sebagai berikut : 
 Terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum. 
 Apabila terbukti, seberapa berat kadar kesalahan terdakwa 
sehingga dapat ditetapkan sejauh mana beban 
pertanggungjawaban pidana terdakwa yang menimbulkan 
peristiwa yang mengandung muatan tindak pidana yang 
didakwakan tersebut. 
 Apabila tidak terbukti, maka diikuti oleh amar pembebasan 
terdakwa. 
Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh 
pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan 
Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili 
oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini 
dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence). 
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Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, (Malang: MNC 
Publishing, 2011), hlm.200 
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Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum”, Pengadilan harus 
dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut, dan untuk menentukan 
kebenaran diperlukan “bukti-bukti”19). 
A. Alat Bukti yang Sah 
Hal ini diatur oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“alat bukti yang sah ialah : 
1. Keterangan Saksi; 
2. Keterangan Ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan Terdakwa. 
1. Keterangan Saksi 
Pengertian umum dari saksi dicantumkan di dalam Pasal 1 butir 26 
KUHAP yang berbunyi : 
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutandan peradilan tentang suatu perkara 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 
 Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah 
satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 
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butir 27 KUHAP). Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh 
dari hasil pemeriksaan saja, bukanlah keterangan saksi. Keterangan saksi 
baru dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila si saksi yang memberikan 
keterangan itu mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan melihat 
sendiri20). 
Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan 
saksi sebagai alat bukti yang sah harus dibedakan apakah termasuk 
keterangan saksi sebagaimana dicantumkan Pasal 184 ayat (1) a KUHAP 
atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d 
KUHAP. Hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang 
berbunyi sebagai berikut : 
“keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan 
yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu 
sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan 
sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.  
 Dengan demikian dapat dipahami hal yang diatur oleh Pasal 171 
KUHAP yang berbunyi :  
“Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah : 
a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah 
kawin; 
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali; 
Dan demikian juga, orang-orang yang tercantum dalam Pasal 168 
KUHAP yang berbunyi : 
“kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat 
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 
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a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa; 
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 
saudara, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 
mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara 
terdakwa sampai derajat ketiga; 
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau secara 
bersama-sama sebagai terdakwa.  
Mereka tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, boleh dilanggar sebagai 
saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 169 KUHAP yang berbunyi : 
“(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 
menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara 
tegasmenyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. 
(2) Tanpa persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal (1), maka 
diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah”. 
Selain dari orang yang belum dewasa, orang sakit ingatan atau sakit 
jiwa atau karena hubungan kekeluargaan, masih ada yang diizinkan dapat 
dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yakni orang-orang yang 
dicantumkan Pasal 170 KUHAP, sebagai berikut : 
“(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya 
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban 
untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang 
dipercayakan kepada mereka. 
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan 
tersebut”. 
 
Selanjutnya, akan diteliti mengenai keterangan saksi. Secara tidak 
langsung tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yakni “orang yang 
mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa 
yang merupakan tindak pidana”. Perlu diperhatikan mengenai keterangan 
saksi de auditu, yaitu keterangan yang didengar dari orang lain. Namun, 
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keterangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti sah 
“keterangan saksi”.Dalam istilah sehari-hari juga dikenal saksi a charge, 
yakni saksi yang memberatkan terdakwa sedang saksi yang 
meringankan/menguntungkan terdakwa disebut saksi a de charge (Pasal 
160 ayat (1) c)21). 
Mengenai penyumpahan saksi, KUHAP mengatur sebagai berikut : 
1) Pada tahap “penyidikan”, saksi diperiksa tidak disumpah kecuali 
apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat 
hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) 
KUHAP). 
2) Sumpah promisories, yakni sumpah yang dilakukan sebelum 
memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). 
3) Sumpah assertoris, yakni sumpah yang dilakukan setelah 
memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (4) KUHAP). 
 
2. Keterangan Ahli 
Sebagai alat bukti yang diatur diatur dalam KUHAP adalah 
keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah 
keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus 
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guan kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tugas seorang ahli ialah membuat terang suatu 
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perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang 
dimaksud dapat dikemukakan di kepolisian atau pada saat pemeriksaan di 
pengadilan. Oleh karena di dalam KUHAP, tidak diatur secara tegas 
mengenai kriteria seorang ahli, hanya menyebutkan “memiliki keahlian 
khusus”22). Oleh karena itu, dalam praktik sebelum seorang ahli dimintai 
keterangan terlebih dahulu dimintai Curriculum Vitae-nya sebagai 
gambaran apakah orang tersebut pantas dianggap sebagai ahli atau tidak. 
 
3. Surat 
Surat adalah alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di 
dalam Pasal 184 KUHAP. Di dalam Pasal 187 KUHAP dirumuskan: “Surat 
sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah 
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang 
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
2) Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi 
                                                          
22
Djisman Samosir, Loc.cit, hlm.134 
42 
 
tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian 
suatu keadaan; 
3) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain.” 
Surat-surat yang ditetapkan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut agar 
dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah merupakan suatu surat yang 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah23).  
4. Petunjuk 
Di dalam KUHAP, masalah petunjuk ini dianggap sebagai suatu 
alat bukti yang sah. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik 
antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa petunjuk hanya 
dapat diperoleh dari : 
a. Keterangan saksi; 
b. Surat 
c. Keterangan terdakwa. 





Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, 
setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya24). 
5. Keterangan Terdakwa 
Alat bukti yang terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di 
dalam KUHAP adalah keterangan terdakwa, Pasal 189 KUHAP 
menyebutkan : 
“Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang 
tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau 
dialaminya sendiri”. 
 
Dengan demikian keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus 
dinyatakan di sidang, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di 
luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, 
asalkan keterangan itu didiukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa saja 
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan 
alat bukti yang sah. 
Sebenarnya penempatan keterangan terdakwa itu sebagai alat 
bukti yang sah kurang tepat sebab bagi terdakwa bisa saja memberikan 
keterangan yang senantiasa menguntungkan pribadinya, dan juga kalau 
dihubungkan dengan Pasal 175 KUHAP yang memungkinkan terdakwa 





untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, jelaslah 
bahwa untuk mendapatkan atau untuk menjadikan keterangan terdakwa 
sebagai alat bukti yang sudah barang tentu tidak mungkin, oleh karena 
terdakwa mempunyai hak bungkam25). 
 
B. Barang Bukti 
Dengan mengikuti rumusan Pasal 29 KUHAP, barang bukti dapat 
didefenisikan sebagai benda-benda yang berwujud berupa benda yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk 
mempersiapkan tindak pidana, atau yang dipakai menghalang-halangi 
penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung 
dengan tindak pidana, dan atau benda tidak berwujud berupa tagihan 
yang diduga berasal dari tindak pidana26. Benda-benda seperti itulah yang 
dapat disita, dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui tentang 
macam barang bukti yakni sebagai berikut : 
1. Benda berwujud, yang berupa : 
a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana 
(instrumenta delicti) atau untuk mempersiapkannya; 
b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan; 
c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana (instrumenta delicti); 
                                                          
25
Ibid, hlm 144 
26
Adami Chazawi, Loc.cit, hlm. 208 
45 
 
d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung 
dan tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana 
(corpora delicta). Misalnya, uang palsu hasil kejahatan 
pemalsuan uang. 
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari 
tindak pidana. 
Dalam Pasal 41 KUHAP disebut benda tertentu dalam hal 
tertangkap tangan, dalam hal ini penyidik berwenang menyita paket atau 
surat benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh 
kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukkan 
bagi tersangka atau berasal darinya. 
Dalam rangkaian kegiatan penyidikan, barang bukti dapat 
daiperoleh dari kegiatan berikut : 
a. Penggeledahan rumah, badan, dan pakaian. 
 Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mendapatkan 
barang bukti tertentu yang terlebih dahulu telah disiapkan 
surat perintah penyitaan dan surat izin dari Ketua 
Pengadilan Negeri. 
 Apabila surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
belum disiapkan dan dalam penggeledahan rumah 
ditemukan berang penting yang berhubungan dengan tindak 
pidana yang dilakukan serta dianggap mendesak, maka 
tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua 
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Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan barang bukti 
tersebut dapat dilakukan. Namun, wajib segera melaporkan 
tentang penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat (Pasal 38 ayat 2). 
 Apabila dalam penggeledahan pakaian ketika hendak 
melakukan penangkapan ditemukan barang yang dapat 
disita, maka dapat disita (Pasal 37). 
b. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Penyitaan hanya dapat 
dilakukan jika sebelumnya telah mendapatkan surat izin 
penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali bila 
dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (Pasal 28) 











C.  Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae 
berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan 
bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata 
Latin yang lebih tua27). 
Dari bahasa latin itulah turun ke bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu 
Corruption, Corrupt; Prancis yaitu Corruption; dan Belanda yaitu corruptie 
(korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda 
inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.Arti harfiah 
darikata itu ialah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak 
bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang 
menghina. 
Dalam Ensiklopedia Indonesiadisebut “korupsi” (dari bahasa latin 
corruptio = Penyuapan; Corruptore = merusak) gejala dimana para 
pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan 
terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya28). 
Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan 
kataIndonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta; “korupsi ialah 
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perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 
sogok, dan sebagainya”29). 
Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia 
sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya KUHP sebagai 
suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia 
sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 
Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915. Selanjutnya, setelah Indonesia 
memproklamirkan kemerdekaan, keberadaan tindak pidana korupsi juga 
diatur dalam hukum positif di Indonesia, pada waktu seluruh wilayah 
Negera Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang 
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 
Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1957, yang 
mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah 
diterbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk 
yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 
Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan 
tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. 
Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk 
sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan 
bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat diganti dengan peraturan 
perundang-undangan yang yang berbentuk undang-undang. 
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Dalam keadaan yang mendesak dan perlu diatur segera tentang 
tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada Pasal 96 ayat 
(1)Undang-Undang Dasar Sementara 1950, penggantian Peraturan 
Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, 
dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang selanjutnya berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan 
menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 
tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 
Ternyata dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 24 Prp. 
Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak 
pidana korupsi. Dalam kenyataannya Undang-Undang ini tidak mampu 
melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus tahun 1999 
diganti dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik 







2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 
Menurut buku Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana 
korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam30). Adapun penjelasannya 
adalah: 
a. Perbuatan yang Merugikan Negara 
Perbuatan yang merugikan negara dapat dikelompokkan 
menjadi 2 bagian, yaitu : 
1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan 
merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU RI PTPK): 
(1) “Setiap orang orang yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang 
paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 
(2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan 
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan 
merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir 
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sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama. 
Bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan 
wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena 
jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam 
Pasal 3 UU RI PTPK sebagai berikut : 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan 
denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu mlyar 
rupiah).” 
 
3. Suap – Menyuap 
Suap – menyuap adalah suatau tindakan pemberian uang atau 
hadiah yang diakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 
Contoh:menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa 
memeberikan keuntungan orang  yang memberikan suap. Menyuap 
hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU RI 
PTPK : 
a. Pasal 5 ayat (1) UU RI PTPK; 
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI PTPK; 
c. Pasal 5 ayat (2) UU RI PTPK; 
d. Pasal 13 UU RI PTPK; 
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e. Pasal 12 huruf a UU RI PTPK; 
f. Pasal 12 huruf b UU RI PTPK; 
g. Pasal 11 UU RI PTPK; 
h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI PTPK; 
i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI PTPK; 
j. Pasal6 ayat (2)UU RI PTPK; 
k. Pasal12 huruf c UU RI PTPK; 
l. Pasal12 huruf d UU RI PTPK; 
 
4. Penyalahgunaan Jabatan 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan 
adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang 
dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan 
barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti 
yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan 
negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU RI PTPK. 
Selain Undang-Undang tersebut di atas terdapat juga ketentuan 
pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara 
lain : 
a. Pasal 9 UU RI PTPK; 
b. Pasal 10 huruf a PTPK; 
c. Pasal 10 huruf b PTPK; 





Berdasarkan defenisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat 
dibagi menjadi 2 yaitu : 
1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada 
orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat 
dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 
a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 
karena mempunyai kekuasaan dan dengan 
kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi 
atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU RI PTPK. 
b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada 
seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau 
pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau 
haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal 
yang mengatur tentang hal ini adalah Pasal 12 huruf e 
UU RI PTPK.  
 
2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada 
pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam 
Pasal 12 UU RI PTPK. 
 
6. Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan 
Tipe korupsi ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh 
pemborong, pengawas proyek, rekanan Tentara Nasiona Indonesia/Polisi 
Republik Indonesia, pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia/Polisi 
Republik Indonesia, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau 
pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 
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terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan 
negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot 
tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk 
dalam jenis korupsi ini.  
Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu : 
a. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU RI PTPK; 
b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU RI PTPK; 
c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU RI PTPK; 
d. Pasal 7 ayat (2) UU RI PTPK; 
e. Pasal 12 huruf h UU RI PTPK; 
 
7. Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan 
Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
menghadirkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi 
atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan 
barang dan atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut 
tender. 
Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan 
jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran 
biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebutlah yang 
akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh 
ikutsebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi 
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sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai 
korupsi. 
Hal ini diatur dala Pasal 12 huruf i UU RI PTPK sebagai berikut: 
“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung 
maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat 
dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk 
mengurus atau mengawasinya.” 
 
8. Korupsi yang Berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah) 
Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian 
hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 
dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak 
diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, 
pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta 
fasilitas – fasilitas lainnya. 
Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU RI PTPK dan Pasal 
12C UU RI PTPK, yang menentukan : 
“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah 
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebbkan karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan jabatannya.” 
 
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Achmad Ali, subjek hukum adalah segala sesuatu yang 
dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lebih singkat lagi dapat 
dikatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. 
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Kemudian setelah kita mengetahui apa subjek hukum itu, barulah kita 
mempertanyakan siapa subjek hukum itu? subjek hukum adalah orang, 
tetapi penjelasannya tidak berhenti dengan adanya jawaban orang karena 
masih harus diketahui lagi, apakah orang menurut hukum?31). 
Jawabannya adalah manusia dan badan hukum. 
Karena adanya 2 golongan “orang”, yaitu manusia dan badan 
hukum, maka perlu kita jelaskan masing-masing secara lebih rinci. Dari 
kacamata hukum, manusia mempunyai 2 wujud, yaitu: 
1. Sebagai pribadi manusiawi (human personality) yang 
memiliki dua kualitas; jasmani dan rohani, fisik dan 
kejiwaan; dan 
2. Sebagai pribadi hukum (legal Personality), karenanya 
manusia dinamakan sebagai subjek hukum.  
Adapun subjek hukum tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 UU 
RI PTPK adalah : 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan 
badan hukum. 
2. Pegawai negeri adalah meliputi : 
a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia tentang Kepegawaian; 
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; 
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Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 170  
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c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 
negara atau daerah; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi 
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau 
daerah; atau 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain 
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara 
atau masyarakat.   
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk 
korporasi. 
Adapun pengertian yang diatur menurut ketentuan UU RI PTPK  
Nomor 31 Tahun 1999 ternyata ruang lingkupnya sangat luas. Diakatakan 
sangat luas, karena menggunakan kata – kata: “... meliputi juga orang – 
orang ...”, dengan demikian jika merujuk pada Pasal 92 KUHP maka 
pengertian pegawai negeri yang meliputi : 
1. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang 
dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan – 
aturan umum, begitu juga orang – orang yang bukan karena 
pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang – 
undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat, 
yang dibentuk oleh pemerintah dan atas nama pemerintah; 
begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala 
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rakyat Indonesia asli dan golonga timur asing, yang 
menjalankan kekuasaan yang sah. 
2. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; 
yang disebut hakim termasuk juga orang – orang yang 
menjalankan peradilan administratif, serta ketua – ketua dan 
anggota – anggota peradilan agama. 
3. Semua angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. 
Berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku untuk semua perundang- 
undangan di luar KUHP sesuai dengan adagium lex specialis derogat legi 
generali. Pengertian pegawai negeri dalam KUHP itupun merupakan 
perluasan dari pengertian pegawai negeri menurut Undang – Undang 
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok 
kepegawaian32). 
Menurut penjelasan Pasal 2 UU RI PTPK 1971 ini merupakan 
perluasan pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961. Karena 
Undang-Undang Republik Indonesia Pokok Kepegawaian yang disebut itu 
sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1974yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890 
59 
 
terakhir itu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
1999. Sementara itu, dalam UU RI PTPK 1999 juncto 2001 tidak ada 
penjelasannya, hanya tercantum kata-kata “cukup jelas.” 
Dengan demikian, pengertian pegawai negeri menurut UU RI 
PTPK telah berlapis tiga, seperti sebagai berikut : 
 Pegawai Negeri menurut UU RI Nomor 43 Tahun 1999 
 Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP 
 Pegawai Negeri menurut UU RI PTPK 1999 juncto 2001 
Menurut Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 1999 itu : 
“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.” 
Kemudian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri atas tiga kelompok, 
yaitu : 
1. Pegawai Negeri Sipil; 
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; 
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Negeri 




1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan 
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
Pasal 2 ayat (3) menyatakan “Disamping Pegawai Negeri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat 
pegawai negeri tidak tetap.” 
Perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 ayat (2) 
meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dewan Subak, Kepala Adat, dan Kepala Timur Asing karena aslinya 
berbunyi sebagai berikut : 
“Onder ambtenaren worden begrepen alle personen verkozen 
bij krachtens algemeene verordening gehouden verkiesingen, 
zoomede alle personen die uit anderen hoofde dan krachtens 
eene verkiezing lid zijn van de Volksraad van de provinciale 
raden en van de raden ingesteld ingevolge art. 121 tweede lid 
en art 124 tweede lid der indische Staatsregeling, voorts alle 
leden van een waterschapsraad en alle Indonesische hoofden 
en hoofden van vreemde Oomsterlingen die wettig gezag 
oefenen.” 
(Perkataan pegawai negeri mengandung sekalian orang yang 
dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia umum, serta sekalian orang yang oleh 
karena sebab yang lain daripada pilihan menjadi anggota 
Dewan Rakyat, Dewan Provinsi dan dewan, yang diadakan 
menurut Pasal 124 ayat (2) aturan Indische Staatregeling, 
demikian pada sekalian anggota Dewan Subak dan sekalian 
Kepala Pribumi dan Kepala orang Timur Asing, yang 
menjalankan kekuasaan yang sah). 
Perluasan pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat (2) 
UU RI PTPK  1999 jo 2001 adalah sebagai berikut : 
“Pegawai Negeri meliputi pegawai negeri sebagai mana 
dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang 
Kepegawaian; Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana;Orang 
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yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 
korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau 
daerah; atau Orang yang menerima gaji atau upah dari 
korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari 
negara atau masyarakat.” 
Dalam hubungan perluasan pengertian pegawai negeri yang 
ada menurut Undang-Undang Kepegawaian dan KUHP tersebut oleh UU 
RI PTPK, menimbulkan masalah, yaitu apakah ketentuan dalam UU RI 
PTPK tersebut berlaku juga bagi perumusan-perumusan delik yang 
berasal dari KUHP ataukah tidak. Sebagai akibat dari adanya dua 
pendapat mengenai hal ini menimbulkan perbedaan yang sangat 
mencolok. Jika kita berpendapat bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi 
perumusan-perumusan delik asal KUHP, itu berarti tidak memperluas 
subjek delik korupsi. Sebaliknya, jika kita berpendapat bahwa berlaku juga 
artinya memperluas pula pengertian pegawai negeri dalam perumusan-
perumusan KUHP, berarti sangat memperluas subjek delik korupsi.  
Adapun penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana 
korupsi  adalah sesuatu yang baru di dalam UU RI PTPK bila 
dibandingkan dengan rumusan subjek korupsi dalam undang-undang 
korupsi sebelumnya. Dalam perspektif undang-undang korupsi yang baru 
itu, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya meliputi “orang-perorangan” 
atau individu, melainkan juga korporasi, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun yang bukan badan hukum. 
Hingga dewasa ini, penempatan korporasi sebagai subjek 
hukum pidana dalam hukum positif indonesia sudah tidak asing lagi. 
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Kebijakan yang demikian telah diintroduksi misalnya dalam Undang-
Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana 
Ekonomi), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2009 (Undang-Undang Lingkungan Hidup). Di samping itu, konsep 
rancangan KUHP baru yang telah sejak lama disiapkan oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dengan tegas menyatakan bahwa 
korporasi adalah subjek hukum pidana. Oleh sebab itu, pencantuman 
korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi oleh pembuat undang-
undang, dapat dikatakan sekaligus dimaksudkan untuk menampung 
pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam KUHP baru. 
Latar belakang ditempuhnya kebijakan untuk mengadakan 
perluasan subjek tindak pidana korupsi adalahbahwa perilaku koruptif 
yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, ternyata tidak 
hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi pegawai 
negeri menurut undang-undang kepegawaian saja. Mereka-mereka yang 
bukan pegawai negeri dalam pengertian undang-undang kepegawaian, 
yang menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, atau badan atau 
korporasi yang menerima bantuan dari negara, ternyata dapat pula 
melakukan perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara dan 
perekonomian negara. Demikian pula halnya dengan korporasi, yang 
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diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana 
korupsi33).   
 
4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana korupsi 
Kesalahan, pertanggungan jawab, dan pidana adalah 
ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan 
sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan 
dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu 
adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-
aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum 
pidana, aturan moral,dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya 
adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah 
laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang 
melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungan jawab dan pemidanaan 
itu adalah sistem normatif34). 
Pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan 
dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah 
ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sedangkan 
untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana 
haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai 
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Elwi Danil, KORUPSI Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014), hlm. 110 
34
SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: 
Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 33 
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kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si 
pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab35).  
Ringkasnya, menurut Erdianto Effendi36) sesungguhnya ada dua 
hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu : 
(i) Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, 
apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk 
bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga adakah 
alasan pemaaf; dan 
(ii) Berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, 
apakah ada sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, 
atau adakah alasan pembenar. 
Doktrin hukum pidana yang mengajarkan syarat umum adanya 
kesalahan dalam hal pertanggungjawaban pidana dapat dikecualikan 
untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu, seperti korupsi. Dalam kaitan 
itu, dikenal adanya konsep “strict liability” dan “vicarious liability”37). 
“Strict liability” dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban 
pidana tanpa kesalahan (liability without fault). Dalam pengertian seperti 
itu dipahami, bahwa si pembuat sudah dapat dipertanggungjawabkan jika 
ia telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam 
undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi seseorang 
sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada dirinya tidak ada 
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 Elwi Danil, Op.Cit., hlm.112 
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”mens rea”. Konsep “strict liability” dapat diterapkan atas dasar alasan-
alasan tertentu, yaitu : 
1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-
peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan 
masyarakat; 
2. Pembuktian adanya “mens rea” akan menjadi sangat sulit untuk 
pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan 
kesejahteraan masyarakat. 
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan 
yang bersangkutan. 
“Vicarious liability” biasanya diartikan sebagai pertanggungjawaban 
pengganti, dimana seseorang dalam hal-hal tertentubertanggungjawab 
atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban seperti itu biasanya 
terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu 
berada dalam ruang lingkup jabatan atau pekerjaannya. Jadi, pada 
umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antar 
majikan dengan buruh (pekerja). Dengan konsep seperti itu berarti, 
sekalipun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana korupsi 
dan tidak memunyai kesalahan dalam arti yang biasa, namun ia masih 
tetap dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam kaitan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek 
tindak pidana korupsi, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana 
menentukan kesalahan korporasi itu sendiri. Penentuan kesalahan 
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korporasi dilakukan dengan cara mengidentifikasikannya dengan “sikap 
batin” pengurus korporasi. Untuk itu, harus dibuktikan bahwa pelaksanaan 
tindak pidana tersebut merupakan “bussiness policy” yang diputuskan 
oleh mereka yang berwenang dalam korporasi tersebut, dan keputusan itu 
diterima sebagai kebijakan korporasi. 
Pertumbuhan perilaku koruptif telah menggambarkan potensi 
korporasi tidak saja sebagai alat untuk melakukan tindak pidana korupsi, 
tetapi sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena 
potensi perilaku koruptif dari korporasi sedemikian rupa, maka kebijakan 
perundang-undangan dalam penanggulangan masalah korupsi telah 
memposisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi (recht 
persoon) di samping manusia (natuurlijk persoon), sehingga korporasi 
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kebijakan tersebut 
tertuang dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Penempatan korporasi sebagai subjek 
tindak pidana telah mengesampingkan prinsip umum hukum pidana dalam 
kodifikasi yang hanya mengenal manusia sebagai subjek, sehingga hanya 
manusia pulalah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 
Kebijakan perundang-undangan yang memposisikan korporasi sebagai 
subjek tindak pidana telah memperoleh dasar pembenaran, baik secara 
teoritis maupun secara praktis38). 
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D. Hukum Pembuktian 
Hukumpembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang 
mengatur tentang pembuktian. Sedangkan pembuktian dalam ilmu hukum 
ialah suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun 
acara-acara liannya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang 
sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui 
apakah suatu fakta atau pernyataan, khusus fakta atau pernyataan yang 
disengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah 
satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang 
dinayatakan itu39). 
1. Kegiatan Pembuktian 
Pembuktian harus menggunakan alat-alat bukti (jenisnya dalam 
Pasal 184 KUHAP) dengan cara-cara tertentu (Pasal 183-189 KUHAP) 
disebut dengan sistem pembuktian. Kegiatan pembuktian didasarkan 
pada sistem pembuktian40) bagi beberapa pihak berikut : 
 Bagi hakim diarahkan sedemikian rupa membentuk (1) 
keyakinannya tentang telah terjadi tindak pidana yang 
didakwakan dan (2) keyakinan bahwa terdakwa yang 
bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP) 
 Bagi JPUdiarahkan sedemikian rupa guna memengaruhi 
terbentuknya keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi 
tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. 
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68 
 
 Bagi Penasehat Hukum (selanjutnya disingkat PH) diarahkan 
sedemikian rupa guna memengaruhi pendapat hakim ke 
arah tidak terbentuknya keyakinan hakim tentang terbuktinya 
tindak pidana yang didakwakan dan/atau tidak terbentuknya 
keyakinan hakim tentang terdakwa bersalah melakukannya. 
Atau, terbentuknya pendapat hakim tentang adanya hal-hal 
yang menghapuskan kesalahan dan atau sifat melawan 
hukumnya perbuatan atau setidak-tidaknya meringankan 
kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. 
2. Pihak yang Mengajukan Alat Bukti 
Karena kedudukannya sebagai penuntut umum yang 
berdasarkan sistem pembebanan pembuktian, maka tugas utama JPU 
dalam sidang pengadilan adalah mengajukan alat-alat bukti untuk 
membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang didakwakan. 
Apabila JPU tidak berhasil membuktikan dan diikuti oleh majelis hakim 
dalam pertimbangan hukum putusannya, maka terdakwa harus divonis 
pembebasan. Jika perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana, maka 
diikuti dengan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum. Dala hal 
demikian, majelis tidak terpengaruh oleh hasil pembuktian yang dilakukan 
oleh penasihat hukum dalam pembelaannya. Oleh karena itu, fokus 
persidangan yang menggali fakta-fakta sesungguhnya merupakan 
pembuktian dari jaksa penuntut umum melalui alat-alat bukti yang 
diajukannya dalam persidangan. Sedangkan hakim tinggal mengikuti atau 
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tidak, atau mengambil alih pendapat PH dari hasil pembuktiannya atau 
berpendapat sendiri. 
Membuktikan harus dengan alat-alat bukti yang telah disiapkan 
oleh penyidik dengan jenis serta uraian lengkap dalam berkas perkara 
(BAP). Di samping menggunakan alat-alat bukti yang telah disiapkan 
dalam BAP, JPU dapat pula menambah dengan ala-alat bukti tambahan. 
Hasil kegiatan pembuktian disimpulkan dalam surat tuntutan yang 
dibacakan dalam sidang pengadilan, seperti yang telah diterangkan. 
Di samping itu, karena kedudukan dan fungsinya sebagai pihak 
yang mempertahankan dan membela hak-hak terdakwa dalam sidang 
pengadilan, maka penasihat hukum berkewajiban untuk membuktikan 
bahwa tidak terjadi tindak pidana dan atau tidak terbukti bahwa terdakwa 
bersalah melakukannya, atau hal-hal yang meringankan kesalahan dan 
beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Untuk melaksanakan 
pekerjaan dan tugasnya tersebut penasihat hukum berhak pula 
mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan. 
 
3. Hal-Hal yang Harus Dibuktikan 
Ada dua pihak yang saling berhadapan dalam pemeriksaan 
perkara pidana. Di satu pihak, JPU yang mendakwa berarti JPU 
menyerang hak dan kepentingan hukum terdakwa melalui surat dakwaan 
dan surat tuntutannya. Di pihak lain, penasihat hukum yang membela dan 
mempertahankan hak dan kepentingan itulah, maka apa yang menjadi 
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fokus perhatian antar JPU dan penasihat hukum dalam pembuktian juga 
berlainan. 
Tentang apa yang harus dibuktikan oleh JPU adalah debagai 
berikut : 
1. Adanya peristiwa tertentu yang mengandung muatan tindak 
pidana tertentu sebagaimana yang didakwakan. Rumusan 
tindak pidana yang didakwakan selalu mengandung unsur-
unsur tindak pidana yang membentuk suatu pengertian yuridis 
tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, pembuktian bahwa 
telah terjadi tindak pidana berarti membuktikan semua unsur 
tindak pidana yang ada dalam rumusan yuridisnya. Artinya, 
semua unsur tindak pidana dakwaan telah terdapat (istilah 
dalam praktik: terbukti) dalam peristiwa yang telah dibuktikan 
di persidangan. Dengan kata lain, tindak pidana yang 
didakwakan benar telah terjadi. 
2. Terdakwa (objektif)yang melakukannya dan terdakwa 
(subjektif) yang bersalah/dipersalahkan sebagai yang 
bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana yang 
didakwakan. 
Sedangkan yang harus dibuktikan penasihat hukum pada 
dasarnya adalah hal-hal kebalikan dari apa yang harus dibuktikan oleh 




1. Secara umum mengemukakan adanya kebenaran fakta-fakta 
yang bisa dirangkai atau diurai akan membuktikan bahwa 
suatu peristiwa yang di dalamnya tidak mengandung muatan 
tindak pidana sebagaimana telah didakwakan; 
2. Secara khusus adalah membuktikan tentang hal-hal yang 
meniadakan terbuktinya/syarat terbuktinya sebagian atau 
seluruh tindak pidana yang didakwakan; 
3. Atau apabila pembuktian JPU begitu baik dan kuat, maka 
penasihat hukum wajib berusaha untuk menggali dan 
mengemukakan bukti-bukti (membuktikan) tentang hal-hal 
yang meniadakan kesalahan dan atau menghapuskan sifat 
melawan hukum perbuatan, atau setidak-tidaknya dapat 
meringankan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. 
Sedangkan sebagai pimpinan dan mengarahkan persidangan 
yang berpihak, majelis hakim mendapatkan masukan dari pembuktian 
JPU dalam requiasitoir-nyaatau penasehat hukum dalam pledooi-nya 
yang dapat memengaruhi pendapatnya atau sama sekali tidak. Dalam hal 
ini majelis hakim mempunyai pendapat sendiri. Walaupun demikian, 
setidak-tidaknya sebagian pendapat JPU maupun penasihat hukum 
berguna dan dapat diambil majelis hakim ke dalam pertimbangan 





4. Sistem Pembuktian 
Ada beberapa sistem pembuktian yaitu : 
1. Sistem Keyakinan (Conviction Intime) 
Aliran ini sangat sedarhana, hakim tidak terikat atas alat-alat 
bukti apapun. Putusan diserahkan pada kebijaksanaan hakim, 
walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi 
hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan 
tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan 
terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di 
Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten. 
2. Sistem Positif (Positief Wettelijk) 
Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-
alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan 
pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang 
ditentukan oleh undang-undang dan dipergukan menurut 
ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu 
“sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim 
itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak 
boleh berperan.  
3. Sistem Negatif (Negatief Wettelijk) 
Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-
alat bukti tertentu telah digunakan oleh undang-undang. Hakim 
tidak diperkenankan menggunakan alat bukti yang lain. cara 
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menilai/menggunakan alat bukti tersebutpun telah diatur oleh 
undang-undang. Akan tetapi, inipun masih kurang. Hakim harus 
mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-
alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas 
“kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim 
akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang dirumuskan 
dalam Pasal 183 yakni : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dau alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.” 
 
4. Sistem Pembuktian Bebas (Vrijbewijs/Conviction Intime) 
Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat 
bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas 
dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, 
keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang 
berdasarkan logika. 
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka KUHAP memakai 
“sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal dan adanya 
keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian “dua alat bukti 
yang sah” dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi dan 1 orang 
dan 1 surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan 
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sebagainya. Rumusannya adalah “dua alat bukti” bukan dua jenis 
alat bukti41). 
                                                          
41
Leden Merpaung, Loc.cit, hlm.28 
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E. Jenis-Jenis Putusan Hakim 
Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan 
penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan 
(kalau ada), maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan 
putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, baik 
keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa, 
demikian juga mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum 
di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta 
dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar 
tuntutannya dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar 
pembelaannya42). 
1. Putusan yang Memuat Pembebasan Si terdakwa (Vrijspraak) 
Putusan bebas ini diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
yang berbunyi : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” 
Di dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP dirumuskan : 
“yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum acara pidana ini” 
                                                          
42
Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Nuansa Aulia, 
2013), hlm. 146 
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Penerapan putusan bebas (vrijspraak) dalam hukum pidana 
adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang yang dapat dipidana 
tanpa kesalahan. Jadi dalam suatu putusan bebas bahwa unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak 
terbukti, dan dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan. 
Apabila hakim menjatuhkan putusan bebas bagi seorang 
terdakwa, maka terdakwa atau penuntut umum tidak berhak mengajukan 
banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Selanjutnya akan 
dikemukakan Pasal 244 KUHAP, yaitu : 
“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir 
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau 
penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi 
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. 
Jadi berdasarkan Pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan 
bebas tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung baik oleh 
terdakwa maupun oleh penuntut umum. Akan tetapi kalau kita lihat 
putusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 14. PW. 07. 
03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana butir 19 (sembilan belas) disebutkan : 
“terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi 
berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan, dan kebenaran, 
terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. 
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Hal ini didasarkan pada yurisprudensi. Apabila hakim 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaaan di persidangan kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 
ayat 1 KUHAP). Dengan demikian bahwa seseorang akan dibebaskan 
apabila perbuatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehubungan dengan adanya 
putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka di dalam 
Pasal 67 KUHAP ditentukan sebagai berikut : 
“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk diminta banding terhadap 
putusan pengadilan tingkat pertama kecuali putusan bebas, lepas dari 
segala tuntutan hukum, maka jaksa penuntut umum tidak dibenarkan 
mengajukan banding.” 
Dari Pasal 67 KUHAP dapat disimpulkan bahwa apabila ada 
suatu putusan di pengadilan yang berisi pembebasan terdakwa dan 
pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka jaksa penuntut 
umum tidak dibenarkan mengajukan banding. 
Mengenai putusan bebas (vrijspraak) di dalam Herzien Inlandsch 
Reglement (selanjutnya disingkat HIR) diatur di dalam Pasal 313 bahwa 
jika pengadilan negeri berpendapat bahwa kesalahan orang yang dituduh 
tidak jelas, maka orang itu dibebaska, jika ia ditahan, maka diperintahkan 
oleh Pengadilan Negeri untuk membebaskan seketika itu juga, kecuali 
dalam hal ia harus ditahan karena sebab lain. 
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Perkataan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan” yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP, lebih diperjelas didalam penjelasan pasal tersebut yang 
menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan perbuata yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah cukup terbukti 
menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan 
alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian salah 
satu putusan bebas itu hakim berkesimpulan tidak terdapat sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) dan meyakinkan 
bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didawakan 
kepadanya maka terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman. 
2. Putusan yang Memuat Pelepasan Terdakwa dari Segala 
Tuntutan(Onslag Van Rechtsvercolging) 
 
 Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dirumuskan di dalam 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 
itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum. 
 Apabila diperhatikan dengan seksama rumusan Pasal 191 ayat (2) 
KUHAP bertentangan, karena di satu sisi dikatakan apabila pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, dan di sisi lain dikatakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana. Pengadilan sudah berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan kepada terbukti, artinya sejak awal di dalam surat 
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dakwaan penuntut umum telah mendakwakan tindak pidana yang 
dilanggar terdakwa. Jadi yang tercantum dalam surat dakwaan adalah 
tindak pidana yang dilanggar terdakwa bukan persoalan perdata. Dengan 
adanya, mengapa dicantumkan lagi kalimat, “tetapi perbuatan itu tidak 
.suatu tindak pidana”. Itulah alasannya sehingga dikatakan bahwa isi 191 
ayat (2) tersebut bertentangan. Sebaiknya rumusan Pasal  191 ayat (2) itu 
adalah sebagai berikut : “jika pengadilan berpendapat bahwa pasal yang 
didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidanatersebut atau unsusr-unsur 
dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi maka diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum43).” 
 Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum 
(Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam 
KUHAP tentang isi Pasal 191 ayat (2) tersebut, isi Pasal 191 ayat (2) 
tersebut dapat membingungkan, oleh karena disebutkan perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan-perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana. Padahal kemungkinan yang 
dimaksudkan ialah perkataan “tidak merupakan tindak pidana” adalah 
perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dihukum dikarenakan adanya 
dasar-dasar yang meniadakan hukuman.  





 Perintah untuk melepaskan dijalankan dengan segera sesudah 
putusan hakim dijatuhkan. Dari perkataan, “sampai perkara itu diputuskan 
dalam pemeriksaan ulangan,” yang terdapat di dalam Pasal 314 ayat (2) 
tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang mengandung 
suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging) 
dapat dimintakan banding. 
3. Putusan yang Memuat Suatu Penghukuman Terdakwa 
(Veroordeling) atau Pemidanaan 
 
 Sebagai putusan yang berisi suatu hukuman sudah jelas didasarkan 
kepada bukti-bukti yang ada semuanya itu menunjukkan si terdakwa 
melakukan sesuatu tindak pidana.Di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP 
disebutkan, “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana.”Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan sama 
sekali tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Memang 
sangat tepat jika dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan 
tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena pidana apa 
yang akan dijatuhkanterhadap si pelaku itu, sepenuhnya adalah 
wewenang dari pengadilan (hakim). 
 Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) tersebut, seorang terdakwa hanya 
bisa dijatuhi pidana kalau yang bersangkutan bersalah melakukan tindak 
pidana. Kesalahan yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi kesalahan 
yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Namun demikian 
perlu diingat bahwa tidak semua orang yang bersalah dari sisi hukum 
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pidana dapat dipidana karena di dalam hukum pidana terdapat dasar-
dasar yang meniadakan hukuman (straf uitsluitings groden). 
 Memidana seseorang yang melakukan tindak pidana adalah suatu 
bukti bahwa negara melalui hakim melakukan suatu tindakan 
(pemidanaan) kepada seseorang agar yang bersangkutan 
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dengan 
pemidanaan tersebut diharapkan tercipta rasa keadilan dari korban atau 
keluarga korban kejahatan. Pada umumnya sebelum hakim menjatuhkan 
pidana bagi seseorang, dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang 
meringankan den yang memberatkan si terdakwa. Hal tersebut 
dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi hakim yang bersangkutan dalam 
memutuskan berat-ringannya pidana bagi seseorang. 
 Di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP secara tegas ditetapkan: “surat 
putusan pemidanaan memuat” antara lain perintah supaya terdakwa 
ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Berdasarkan Pasal 
197 ayat (1) KUHAP tersebut, maka surat putusan pemidanaan harus 
berisi salah satu hal, yaitu apakah perintah supaya terdakwa ditahan atau 
tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Jadi apabila ada putusan 
pemidanaan, yang tidak memuat salah satu dari apa yang dikemukakan 
dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP di atas, maka putusan tersebut batal 
demi hukum44). 
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A. Tipe Penelitian 
Tipe Penelitian hukum normatif adalah tipe penelitian yang 
mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan bahan-bahan 
hukum lainnya45) yang terkait dengan masalah yang penulis kaji.    
 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar, yang bertempat di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
dikarenakan penulis beranggapan data-data yang diperoleh terkait kasus 
yang sedang diteliti akan lebih objektif. 
 
C. Jenis Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum Primer  yakni bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru 
tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan(ide). 
Bahan hukum primer ini mencakup buku, laporan penelitian, disertasi atau 
tesis, majalah46). 
 
                                                          
45
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011), hlm. 14  
46
Ibid., hlm. 29 
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2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunderyaitu bahan pustaka yang berisikan 
informasi tentang bahan primer, mencakup abstrak, indeks, bibliografi, 
penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya47). 
3. Bahan Hukum Tersier 
Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primerseperti kamus hukum, 
ensiklopedia, dan lain-lain48). 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik 
pengumpulan data dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dikaji. 
E. Analisis data 
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah anaisis data kualitatifyang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas sehingga 
didapat jawaban sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Tindak 
Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks 
 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Drs. M. Sidik Salam; 
Tempat Lahir : Ujung Pandang; 
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun/03 Januari 1957; 
Jenis Kelamin : Laki-Laki; 
Kebangsaan : Indonesia; 
Tempat Tinggal : Jl. Mapala Blok A5/1A Makassar; 
Agama  : Islam; 
Pekerjaan  : PNS (Mantan kadis Perindag Propinsi 
Sulawesi Selatan); 
Pendidikan : Srata 1; 







diri sendiri atau orang lain atau suatu  koporasi yang dapat merugikan 
keuangan  Negara  atau perekonomian  Negara,  perbuatan  Terdakwa 
dilakukandengancara-carasebagaiberikut: 









Menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar  daneven-event Nasional 
maupunInternasional,denganpengadaanlahanseluas± 6 Hayang 
beersumberdari APBDPropinsiSulawesiSelatanTahunAnggaran2005 
sebesarRp. 3.600.000.000,-( tigamilyarenamratusjutarupiah)yang 
dibebankan  kepada  Dinas  Perindustrian  dan Perdangangan  Propinsi 
SulawesiSelatan 
MenindaklanjutiPengadaan Tanahuntuk kepentinganPembangunan 
Gedung CelebesConventionCentertersebut,GubernurSulawesiSelatan 




lokasi   Pembangunan   Gedung   Celebes   Convention   Center   dengan 
menunjukkanbukti-buktisuratberupaSuratP2 Nomor:419/P.II/1974,Surat 
SPPTNOP.216Tahun2005,yangditindaklanjuti olehTerdakwaDrs.M. Sidik  
Salam  yang  pada  waktu itu   menjabat  sebagai  Kepala  Dinas 
PerindustrianDan PerdaganganPropinsiSulawesiSelatanditunjukoleh 
Gubernur Sulawesi Selatan ditunjuk  sebagai Pengguna Anggaran pada 
Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkanSuratKeputusanGubernurSulawesiSelatanNomor:949 /XII/ 
Tahun2004tanggal31 Desember2004sebagaiPenggunaAnggaranAPBD 
Tahun 2005 atau sebagai instansi pemerintah yang  memerlukan lahan 
dengan surat  Nomor 354/PDN/IV/2005/Indag tanggal 1April  2005 perihal 




Convetion  Center seluas 6Hektar DiJalanMetro  Tanjung Bunga sesuai 
KeputusanWalikotaMakassarNomor:289/Kep/664:/2005 tanggal6April 
2005. 
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  Sulawesi Selatan 
Nomor256/V/1994telah dibentukPanitiaPengadaanTanahyangdiketuaioleh 
WalikotaMakassar,Wakilketua KepalakantorBadanPertanahanNasional, 
Sekretaris I  adalah Asisten Tata  Pemerintahan, dan  anggotanya adalah 
Dinas Terkait, Camat dan Lurah yang  kemudian Panitia tersebut disebut 
Panitia9 yangmempunyaitugaspokokuntukmelakukanpenelitiandan 




Padatanggal 11April 2005Panitia Pengadaan Tanah 
olehInstansiPemerintah Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dalamWilayah KotaMakassar, 
melakukanpenelitianmengenaistatushukum tanahyang 
hakatasnyaakandilepaskansertadokumen-dokumen pendukungnya serta 
mengadakan musyawarah bertempat di  kantor BPN 
KotaMakassaryangdihadiriTerdakwaDrs.M. SidikSalamsebagaipihak 
InstansiPemerintahPropinsiSulawesiSelatanyang memerlukanlahandan 
dihadiri pulapula olehsaksi Drs.  H.Abdul Hamid Rahim yangmengaku 
sebagaipenggaraplahan 
Dalam rapat antara Panitia Pengadaan  Tanah, Kuasa 
PenggunaAnggarandalamhaliniTerdakwaDrs.M.SidikSalamdanDrs.H.Abd
ulHamid Rahim selanjutnya terjadilah tawar-menawar antara saksi Drs. 
H.Abdul Hamid Rahim sebagai penggarap lahan  dengan  Terdakwa Drs.  
M. SidikSalamdimanadalammusyawarahtersebutsaksiDrs.H. AbdulHamid 
Rahim sebagai penggarap lahan awalnya meminta harga sebesar 
Rp.120.000/ m²  (seratus dua puluh ribu rupiah permeter bujur sangkar) 
kemudian olehTerdakwa dimintaturunmenjadiRp.55.000/m² (lima puluh 
lima ribu rupiah permeter bujur sangkar),akhirnyaTerdakwaDrs.M. 
SidikSalam sepakat dengansaksiDrs.H.AbdulHamidRahimsebagai 
penggaraplahan denganhargaRp.57.500/m²(limapuluhtujuhribu lima 














(tigamilyarempatratus limapuluhriburupiah)secaratunai sesuai dengan 






PerbuatanTerdakwaDrs.M.SidikSalamyang telahmelakukantawar - 
menawarhargatanahuntuk kepantinganpembangunanCelebesConvention 
CenterdiJalanMetroTanjungBungadengansaksiDrs.H.AbdulHamid Rahim 
sebagaipenggarap lahan, tanpa melakukanpenelitiantentang kebenaran 
status hak  atas tanah yang akan dilepaskan, dan menyetujui 
tanahtersebutdenganhargasebesarRp.57.500/m²(limapuluhtujuhribu lima 
ratus rupiah permeter persegi) kemudian membayar sebesar 
Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah) 
sebagai penyerahan  santunan kepadasaksiDrs.H.AbdulHamid  Rahim  
Sebagai penggaraplahan,seharusnyatidakperludilakukanoleh 
Terdakwakarena tanahdi 
JalanMetroTanjungBungatersebutdiketahuiolehTerdakwabukan tanah  
milik  akan  tetapi  tanah  tersebut  adalah  tanah  tumbuh  akibat 
pendangkalan laut yang diakui digarap oleh  Drs. H.  Abdul Hamid Rahim 
sesuai Surat P2  No. 419/P  II/1974, Surat SPPT NOP 106  Tahun 2005 
denganSuratSPPTNOP216Tahun2005.PerbuatanterdakwaDrs.M. Sidik 
Salamtersebutadalahperbuatanmelawanhukumyang bertujuanuntuk 
memperkaya diri Terdakwa Drs. M. Sidik Salam atau  orang lain dan 
akibatnyamenimbulkankerugianNegaraatau perekonomianNegaraC.q 
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.  3. 277.500.000,-(tiga 





3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor 
Register perkara : PDS : 05/Mks/Ft/04/2010, tertanggal :12 April 2010 
sebagai berikut : 
 
 














Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi yang telah 
diubahdenganUndang-UndangNomor20 Tahun2001 TentangPerubahan 
atasUndang-Undang No.  31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
PidanaKorupsiJo.Pasal55ayat1ke-1KUHP. 
 SUBSIDAIR: 





2004  bersama-sama  dengan  Drs.  H.       Abdul  Hamid  Rahim  yang 






meyalahgunakan wewenang, kesempatan atausarana  yangadapadanya 




1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 20  Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 
Undang-UndangNo.31 Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidana 
KorupsiJo.Pasal55ayat1ke-1KUHP. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs.  
M. Sidik Salam Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register  Perkara:   
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PDS : 05/Mks/Ft.1/04/2010 Tertanggal tertanggal 30 Agustus 2010, yang 




korupsisecara bersama-sama sebagaimana diatur dan  





UndangNo. 31 Tahun1999TentangPemberantasan 
TindakPidana Korupsi Jo.Pasal 55ayat(1)ke-  1KUHP pada 
DakwaanPrimer,oleh karenaitu 
membebaskanTerdakwadariDakwaan Primer; 
2. Menyatakan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam terbukti secara 
sah menuruthukumbersalahmelakukantindakpidana 
korupsisecara bersama-sama sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal3 Jo. Pasal18Undang-
UndangNo.31Tahun1999Tentang 
PemberantasanTndakPidana Korupsisebagaimanatelah 
diubah dengan  Undang-Undang No.20Tahun 2001tentang 
Perubahan atasUndang-UndangNo.31 
Tahun1999TentangPemberantasan 

















2)  SKWalikotaMakassarNomor:320/Kep/593.83/2005 
tanggal 11 April  2005  tentang  Penetapan  Bentuk  dan  
Besarnya Santunanyang 
akandibayarkanolehPemerintahPropinsi SulawesiSelatan; 
3) SK Walikota  Makassar  Nomor  : 
333/Kep/593.82.05/2005 tanggal13 
April2005tentangPembentukanTimInventarisasi Lahan; 
4) Lampiran SK Walikota Makassar Nomor : 
333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang 
Pembentukan Tim inventarisasi Lahan 
5) Asli Surat Keputusan Gubernur  Sulawesi Selatan 
No.84/II/Tahun 2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang 
Pembentukan Tim Kordinasi Pembangunan CCC; 
6) Asli   Surat   Pemerintah   Propinsi   Sulawesi   Selatan 
No.593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 perihal 
PenyiapanLahanuntukPembangunanCCC; 
7) Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I SulawesiSelatanNo.256/V/1994tanggal10 
Mei2004tentang PembentukanPanitiaPengadaantanah; 




















5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesarRp.2.500,-; 
5. Amar Putusan 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama 
terdakwa Drs.M.Sidik Salam dalam amar putusannya dalam Putusan No. 
576/Pid.B/2010/PN.Mks menyatakan: 
1. TerdakwaDrs.M.SidikSalamtidakterbuktibersalahsecarasah dan  
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagimana 
dalamdakwaanPrimer/SubsidairJaksaPenuntutUmum; 
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum; 





 Demikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratan MajelisHakim 
PengadilanNegeriMakassarpadahariSelasatanggal31Agustus2010. 
 Analisis Penulis 
 Jika berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka 
hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam 
hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV KUHAP. Pasal 
143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu 
perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan 
surat dakwaan. 
 Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam 
pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan 
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang 
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Pembuatan Surat Dakwaan.Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan 
tentang bentuk-bentuk surat dakwaan yang ditujukan agar dapat 










Dalam kasus yang penulis kaji, bentuk surat dakwaan yang 
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 Hukum Online, Surat Dakwaan, lihat pada m.hukumonlie/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/surat-




yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 
PemberantasanTindakPidanaKorupsi Jo.Pasal55ayat(1)ke-1KUHP. 
Dakwaan subsidair merupakan bentuk surat dakwaan yang terdiri 
dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan 
maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan 
sebelumnya yang meskipundalamdakwaantersebut 
terdapatbeberapatindakpidana,tetapiyangakandibuktikanhanyasatu saja 
daritindakpidanayangdidakwakanitu. Sistematik lapisan disusun secara 
berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi 
sampai dengan tindak pidana yang diancam pidana terendah. 
Penulis berpendapat bahwa dakwaan subsidair yang digunakan 
Penuntut Umum sudah tepat dikarenakan jika dilihat dari pasal-pasal 
yang didakwakan Penuntut Umum dengansistematikapenyusunannya 
dimana tindak pidana yangdiancamdengan pidana pokoktertinggi 
ditempatkanpadalapisanpertamaatauditempatkanpadadakwaanprimer 
dantindakpidanayangdiancampidanayang lebihringanditempatkanpada 
dakwaansubsidair. Apabiladidasarkanpada dakwaanpenuntut 
umumdalamkasustersebutmakaPasal2Undang-UndangNo.31Tahun 
1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsiyang telahdiubah 





Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsiyangtelah 










terhadapdakwaansubsidairnya. Namun, apabila cara membuktikan dan 
mempertimbangkan dakwaan tersebut berurut maka akan menemui 
kesulitan karena kualifikasi perbuatan pidana dalam pasal 3 yaitu 
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan” merupakan bagian dari unsur perbuatan 
melawan hukum yang jugatermasukdalamarti perbuatan melawan hukum  
dalam Pasal 2 yang kualifikasi pidananya yaitu “secara melawan hukum”. 
Dengan kata lain unsur“melawanhukum” 
(wederrechtelijkheid)adalahmerupakanunsurumumyang harusada dalam 
perbuatan pidana,  sehingga perbuatan melawan hukum adalah Genus 
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(induk) dari segalaperbuatanmelawanhukum dan unsur 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan merupakan species dari perbuatan 
melawan hukum tersebut. 
Berdasarkanhal tersebut di atas,maka penulismenyimpulkan bahwa 
dakwaan jaksa penuntut umum yang  disusun secara subsidaritas 
sudahtepat,namundalamhal pembuktianyadapatmenimbulkankesulitan 
dikarenakanpembuktianakan dakwaanprimerdapatmenyentuhpembuktian 
terhadapdakwaansubsidair. Oleh karena itu menurut 
penulis,sebaiknyapenuntutumumdalamkasusDrs.M. SidikSalamdapat 
mempergunakandakwaanalternatifmurnidalam menyusundakwaannya 
tersebutsehinggadapatmemungkinkan hakim untukdapatmemilihsalah 
satudakwaantersebutyangakandibuktikanterlebihdahulu. Hal ini 
didasarkan pada PutusanMahkamahAgungNo.86K/ 
Kr/1983meyatakan“dengantelahterbuktinyadakwaanpertamamaka 
dakwaankeduatidakperlulagidipertimbangkan”.Artidari putusantersebut 
bahwa hanya satu dakwaan yang harus dibuktikan yang karenanya 
dalam hal pembuktian akan sangat tepat jika menggunakan dakwaan 
kumulatif murni dalam Putusan Nomor :576/Pid.B/Pn.Mks.  
Penyusunan surat dakwaan sebaiknya harus mempertimbangkan dengan 
baik unsur-unsur yang didakwakan, sebab surat dakwaan akan menjadi 
dasar bagi pemeriksaan di persidangan yang juga akan memperjelas 
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aturan-aturan hukum mana yang dilanggar terdakwa sehingga dapat 
menjadi dasar yang kuat dalam musyawarah majelis hakim. Hal ini 
sabagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang 
menyatakan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca pasal 182 
ayat 3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang 










Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan Undang-Undang No.20 
Tahun2001TentangPerubahanAtasUndang-UndangNo.31Tahun1999 
TentangPemberantasanTindakPidana Korupsi. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 
dalam pasal tersebut, yaitu : 
1. Setiap orang; 
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Dalam  kasusputusan No.576/Pid.B/2010/PN.Mks merujuk  kepada  




Kemampuanbertanggungjawab pelaku tindak pidana 
diaturdalamPasal44 ayat (1)KUHP,yang menegaskan: 
“Barangsiapa, mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya 
atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. 
Selamadipersidangan,terbuktibahwa terdakwasehatsecarafisik 
maupun psikis sehingga dapat  mempertanggungjawabkan 
perbuatannyaselakusubjekhukum.Sehinggaunsursetiap orang, terpenuhi. 
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan; 
Yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur pasal ini ialah 
melawan hukum formil saja. Hal ini dikarenakan keluarnya putusan 
Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 yang membatalkan sifat 
melawan hukum materil dalam penjelasan Pasal 2 UUPTK. 
Dalam kasus Putusan Nomor : 576/Pid.B/2010/Pn/Mks unsur 
melawan hukum sebagaimana didakwakan kepada terdakwa tidak 





dilakukan oleh terdakwa Drs.M.Sidik Salam. Sehingga  unsur  melawan  
hukum  dalam  kasus  putusan 
No.576/Pid.B/2010/PN.Mksdinyatakantidakterpenuhi. 
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 
DalamkasusputusanNo.576/Pid.B/2010/PN.Mks,  unsurmemperkaya 
dirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi tidakdibuktikanlagi karena 
unsurmelawanhukumtidak terbukti.Menurut hematpenulis,hal 
tersebutdiperbolehkanapabilaunsurmelawanhukumdari suatu perbuatan 
telah nyata tidak terbukti. Sebab, jika unsur  melawan hukum 
suatuperbuatantidakterbuktimakatidakperlulagidibuktikan  unsur yanglain 
mengingatbahwaunsurmelawanhukum(wederrechtelijkheid) 




4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
Keuangan  negara   menurut Pasal 1 angka (1) Undang-




berupauang maupunberupabarangyangdapat dijadikan  milik negara  
berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajibantersebut. 
DalamkasusputusanNo.576/Pid.B/2010/PN.Mks  atasterdakwaDrs. 
M. Sidik  Salam, berdasarkan fakta-fakta dipersidanganterbukti  adanya 
kerugiannegaradarihasil pemeriksaanBadan 
PemeriksaKeuanganPropinsi(BPKP)olehLudinMukhtar,S.Eyang pada 
pokoknyamenyatakanbahwahasilpemeriksaanBPKP menyimpulkan telah 
terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.277.500.000,-
(tigamilyardua ratustujuhpuluhtujuhlima ratusribu 
rupiah).Tetapikerugiantersebutbukanberasaldari perbuatanterdakwa 
sebabunsurmelawanhukumtidak terbuktimaka dapatdisimpulkan bahwa 
akibat   kerugian  negara  tersebut  bukan  disebabkan  oleh 
perbuatanterdakwa. 
Menurutpenulis,dengantidakterpenuhinyabeberapaunsur dalam 
dakwaan primer penuntut umum maka terdakwa harus  dinyatakan tidak 









Selanjutnya penulis akan memaparkan menngenai penerapan 
pidana materil dalam kasus Putusan Nomor : 576/Pid.B/2010/PN.Mks 
dengan dakwaan subsidair penuntut umum serta pembuktian unsur-
unsurnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Pasal3 Undang-
UndangNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindak PidanaKorupsi 
yangtelahdiubahdenganUndang-Undang No.20Tahun 2001 
TentangPerubahanAtasUndang-UndangNo.31 Tahun1999Tentang 
PemberantasanTindakPidana Korupsi. Adapun unsur-unsur dari pasal 
tersebut yaitu : 
1. Setiap Orang; 
Dalam kasus Putusan Nomor : 576/Pid.B/2010/Pn.Mks unsur setiap 
orang dalam dakwaan primer penuntut umum telah terpenuhi, oleh 
karena itu pada dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. 
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 





2005untukmelakukanpembayaranataspelepasanhak atastanah. Selain itu 




bahwapenggunaanggarantidakmempunyaitugas pokok untuk 
menyelidikikeabsahanlokasiyangditunjukoleh panitiapengadaan 
tanah.Tugaspokokpenggunaanggaranadalah melakukan 
pembayaranatas dasar perintahpanitiapengadaantanah.Untukitu 
unsurmenyalahgunakankewenangan,kesempatanatau saranayang 
adapadanyakarenajabatanataukedudukantidakterpenuhi. 
MenurutPutusan  MA No.1340/Pid/1992menyatakanbahwa 
meyalahgunakankewenangan 
adalahmelakukankewenangannyauntuktujuanlaindari maksud 
diberikannyawewenangtersebut. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang 
dilakukan terdakwa yang hanya sebagai pengguna anggaran dalam 
kasus ini. 
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi; 
Unsurdengantujuanmenguntungkandirisendiriatauorang lainatau 
suatu korporasi telah dinyatakan tidak  terpenuhi dalam dakwaan 
primeruntukitutidakperludibuktikanlagipadadakwaansubsidair. 
4. Dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara; 
Berdasarkan  fakta-fakta  dipersidangan  terbukti  adanya kerugian 
negara dengan adanya bukti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
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Keuangan Propinsi (BPKP) oleh Ludin Mukhtar, S.E yang pada pokoknya 





Pemberantasan  TindakPidanaKorupsimakadapatterlihatbahwa 
kerugiankeuangannegara merupakanakibatdaripenyalahgunaan 
kewenangan,kesempatanatau saranayangadapadanyakarena jabatan. 
Apabila unsur  penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau 
saranayangadapadanyakarenajabatantidakterpenuhimaka begitupula 
denganunsur kerugiankeuangannegara. Dalamkasus 
putusanNo.576/Pid.B/2010/PN.Mksterbuktiada kerugiankeuangan negara 
tetapibukandikarenakanoleh perbuatanterdakwa.Sehingga unsur 
kerugiankeuangannegaradanperkonomiannegaratidak terpenuhi. 
Penerapanhukumpidanamaterildalam kasusputusan 
No.576/Pid.B/2010/PN.Mksmenurut penulis berdasarkandakwaan 
penuntut umumsudahtepatbegitupula denganpembuktianunsur-
unsurtindakpidana yang didakwakan oleh  penuntut umum. Penerapan 
hukum pidana materil dalamdakwaaandan 
pembuktianolehpenuntutumumdalamkasusputusan No. 
576/Pid.B/2010/PN.Mksditemukanbahwatidaktepenuhinyakeseluruhan 
unsur tindakpidanakorupsiyang sebagaimanadidakwakanpenuntutumum 
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dalam  dakwaannya  maka  hakim  wajib menyatakan  bahwa  terdakwa 
dinyatakan tidak terbukti secara  sah dan meyakinkan menurut hukum 





B. Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Putusan Bebas Pada 
Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 
576/PID.B/2010/PN.Mks 
 
Sebelum penulis memaparkan mengenai lahirnya putusan bebas 
dalam putusan No : 576/Pid.B/2010/Pn.Mks, maka penulis terlebih dahulu 
memaparkan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan No : 
576/Pid.B/2010/Pn.Mks. 
 Pertimbangan Hukum Hakim  
Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  dalam  kasus  putusan  No. 
576/Pid.B/2010/PN.Mkssebagaiberikut: 
Menimbang,bahwaTerdakwadihadapkandipersidanganolehPenuntut 















UndangNo.31Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana 
Korupsi yang telah diubahdenganUndang-UndangNomor20 Tahun2001 
TentangPerubahan atasUndang-Undang No.  31Tahun1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsiJo.Pasal55ayat1ke-1KUHP. 
Subsidair : 







004  bersama-sama  dengan  Drs.  H.       Abdul  Hamid  Rahim  yang 







meyalahgunakan wewenang, kesempatan atausarana  yangadapadanya 
karena  jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara 
atauperekonomianNegara. 
Perbuatan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam sebagaimana diatur 
dandiancamPidanadalamPasal3Jo.Pasal18Undang-
UndangNo.31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 





menyatakantelahmengertidanatas nama Terdakwa,PenasehatHukum 
tedakwatidakmengajukankeberatan/eksepsi; 









- Bahwa pada saat kejadian jabatan saksi adalah kepala 
BappedaPropinsiSulawesiSelatan; 











- Bahwa Tugas Panitia 9 adalah memutus harga tanah, 
memeriksa segalakebenarankepemilikandokumentanah; 
- Bahwaharusnyakuasa penggunaanggaran 
melakukanpembayaran berdasarkanrekomendasi dariPanitia9; 
2.SaksiDrs.AndiSyamsulAlam,M.Si: 
-  Bahwasaksitidakmengetahuirapat-rapatTimKordinasi; 
-  Bahwasaksitidakpernahmeninjaulokasipembangunan; 
-  BahwapembebasanlahanditanganiolehPanitia; 
 
3.SaksiIr.JuriantoSirait,M.Si: 

























- BahwasaksimenjabatsebagaiAsistenIkotamadya  Makassarsejak 
tahun2003danpensiuntahun2007; 
- Bahwa  yang  merencanakan  tentang  pembangunan  CCC  
adalahBappedatetapipengusulannyadariDinasPerindag; 













































- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan 
PembentukanPanitia9; 












- Bahwa  saksi  menjabat  sebagai  Kepala  Kantor  Pertanahan  
KotaMakassar; 































taan secara keseluruhan,  melakukan  verifikasi  dan  wajib  




10.  SaksiDrs.H.M.Sukardi; 
- BahwatugassaksimenerbitkanpajakdiKantorPBB; 









yar.Pada tahun 2004 Hamid Rahim datang ke kantor untuk 
keberatan bahwalokasitanahnyatidaktepat; 




11.  SaksiAndiMappatoto,S.IP: 








si dari  Panitia Pengadaan Tanah kepad Terdakwa baik lisan 
maupun tulisanbahwatanahitujangandibayar; 







1.    AhliProf.Dr.Ir.AbrarSaleng,S.H.,M.H: 
-  Bahwa terhadap tanah tidak jelas pasang surut  tidak boleh 
menjadi subjekhak; 











2.    LudinMukhtar,S.E(BPKP): 
-  Bahwasaksipernahmelakukanauditdalamperkaraini; 













hanya mempunyai  tugas membayar  setelah  semuanya  







dengan keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang  diajukan 
dipersidangan yang  satu sama lainnya besesuaian, maka diperoleh 
fakta-fakta hukum sebagaiberikut: 
Bahwa  pada tahun  2005,  Pemerintah  Propinsi  Sulawesi  
Selatan memilikirencanauntuk 
membangungedungyangdiperuntukkanuntuk kegiatan  pusat 
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promosi perdagangan dan perindustrian yangdiberi nama 
CelebesConventionCenteratauyangterkenaldengannamaCCC; 













l ini  Sekertaris Panitia H.M. Tadjuddin Noor, menyurat kepada 
Terdakwa selaku PenggunaAnggaranuntuk 
melakukanpembayaransantunandengan SuratNo.900/639/PEM; 
Bahwa berdasarkan  hasil audit Badan Pengawas  Keuangan  
danPembangunan(BPKP)bahwapelaksanaanpemabayaranuang 
santunan pembebasan lahan CCC tidak didasarkan kepada bukti 






















 Analisis Penulis 
Penerapan putusan bebas (vrijspraak) dalam hukum pidana adalah 
berdasarkan asas bahwa tiada seseorang yang dapat dipidana tanpa 
kesalahan. Jadi, dalam suatu putusan bebas bahwa unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, 
maka dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan. 
 Kasus yang penulis kaji ialah kasus tindak pidana korupsi dalam 
proyek pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan gedung yang 
diperuntukkan untuk kegiatan Pusat Promosi Perdagangan dan 
Perindustrian serta sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 
yang berskala nasional maupun internasional yang saat ini diberi nama 
Celebes Convention Center (CCC). Dalam tahap pengadaan ditemukan 
telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Drs.M.Sidik 
Salam yang merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
selaku kuasa pengguna anggaran yang mengakibatkan kerugian negara 
sebesar Rp.3.277.500.000,-(tigamilyarduaratustujuhpuluhtujuh 
jutalimaratusriburupiah). 
Majelis hakim kepada terdakwa dalam kasus putusan Nomor 
:576/Pid.B/2010/PN.Mks sebagaimanadiaturdan diancamPidanadalam 
Pasal2ayat1Jo.Pasal18Undang-Undang  No.31Tahun1999tentang 
PemberantasanTindakPidanaKorupsiyang telahdiubahdenganUndang- 




55  ayat 1 ke-1 KUHP menjatuhkan putusan bebas dengan pertimbangan 
hukum terdakwa melaksanakan perintah jabatan yang sah. 
Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan hukum majelis 
hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. M.Sidik Salam (pengguna 
anggaran) hanya melaksanakan perintah pembayaran santunan atas 
tanah yang dilepaskan haknya dan hal ini berdasarkan pada SK Walikota 
No: 320/Kep/593.83/2005 tertanggal 11 April 2005 dan Surat Asisten 
Bidang Pemerintahan Kota Makassar Selaku Sekretaris I Panitia 
Pengadaan Tanah No : 900/639/PEMtertanggal19 Juli2005. Terdakwa 
juga tidak mempunyai tupoksi untuk meneliti keabsahan bahwa lokasi 
dimaksud wajib dibayar atau tidak melainkan hanya melakukan 
pembayaran atas dasar perintah pengadaan tanah. 
Menurut doktrin hukum pidana salah satu penyebab tidak 
dipidananya si pembuat dikarenakan adanya alasan pembenar 
(rechtsvaardingingsgronden)dan alasanpemaaf 
(schulduitsluitingsgronden) yang kemudian meniadakan unsur melawan 
hukum dan unsur kesalahan suatu perbuatan. Alasan pembenar dan 
alasan pemaaf juga akan membawa implikasi hukum pada putusan hakim 
yaitu dapat menyebabkan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum 
(onslag van recht vervolging). 
Penulis berpendapat, melaksanakan perintah jabatan yang sah 
sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) merupakan alasan 
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pembenar. Alasan melaksanakan perintah jabatan yang sah ini 




terbukti. Namun dalam kasus putusan No. 576/Pid.b/Pn.Mks salah satu 
unsur delik yaitu unsur melawan hukum yang merupakan genus (induk) 
dari “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanyakarena jabatan atau kedudukan”  tidak terbukti sehingga 
membawa konsekuensi hukum pada putusan hakim yaitu putusan bebas 









Dalam kasus putusanNo.576/Pid.B/2010/PN.MksMajelisHakimhanya 





jawab  terhadap kerugian keuangan negara melainkan yang bertanggung 
jawab terhadaptimbulnyakerugiankeuangannegaraadalahPanitia 
PengadaanTanahatauPanitia9 sebagaimana tercantum dalam pasal 18 
ayat 3 UU No.1 Tahun 2004 bahwa pejabat yang menandatangani atau 
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 
dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD (SK Walikota No : 
289/Kep/644.2/2005 dan SK No : 320/Kep/593.83/2005) 
bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari 
pengguna surat bukti yang dimaksud. Oleh karena itu, majelis hakim 
memberi putusan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) 
KUHAP bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 









1. Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak 
pidana korupsi dalam perkara putusan No. 
576/Pid.B/2010/PN.Mks telah sesuai dengan berdasar 
pada fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, 
keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti dan 
barang bukti. Adapun bentuk surat dakwaan yang 
digunakan oleh penuntut umum yaitu dakwaan subsidair. 
Bentuk dakwaan ini sudah tepat dalam perkara putusan 
No. 576/Pid.B/2010/PN.Mksdikarenakan sistematika 
penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam 
dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan 
pertama atau pada dakwaan primer kemudian tindak 
pidana yang diancam pidana yang lebih ringan 
ditempatkan pada lapisan kedua atau pada dakwaan 
subsidair. Namun, menurut penulis, sebaiknya dalam 
perkara putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks bentuk 
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dakwaan yang dapat dipergunakan adalah dakwaan 
alternatif murni. 
2. Faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada 
perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor : 
576/Pid.B/2010/PN.Mks yaitu perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa tidak cukup terbukti menurut penilaian 
hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat 
bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Majelis 
Hakim dalam perkara ini menjadikan perintah jabatan yang 
sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) sebagai pertimbangannya 
dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa, 
bukan menjadikan perintah jabatan yang sah sebagai 
dasar peniadaaan pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa 
tidak bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan 
negara sebagaimana hasil audit BPKP, melainkan yang 
bertanggungjawab ialah Panitia Pengadaan Tahah atau 
Panitia 9. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahinya 
putusan bebas kepada terdakwa M. Sidik Salam.  
B.  Saran 
1. Diharapkankepadapara 
penegakhukumkhususnyaJaksaPenuntut Umum dan Hakim 
dalam merumuskan  surat dakwaan dan memutus perkara 
119 
 
tindak pidana korupsilebih cermatdalammengambilsuatu 
keputusanagar rasakeadilan dan 
tujuandaripemidanaantersebutdapattercapai. 
2.  Bahwa aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, 
Lembaga Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus 
korupsi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat 
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